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ABSTRAK

Pada tanggal 10 April 2019, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri mengeluarkan
Penetapan Nomor 03/Pdt.SUS-PKPU/2019/PN.NIAGA.SBY, yang telah menetapkan
terkait perselisihan terhadap kedudukan kreditur tagihan iuran BPJS Kesehatan dan
BPJS Ketenagakerjaan terkait iuran BPJS milik pekerja yang didasarkan pada
Undang — Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosia Nasiona
serta Undang — Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosia, dimana iuran tertunggak pekerja tersebut yang dibayarkan oleh
Pemberi Kerja yang oleh Pengurus PKPU dikategorikan sebagai kreditur konkuren,
dimana oleh Hakim Pengawas PKPU telah menetapkan terkait tagihan iuran BPJS
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan tertunggak dalam perkara PKPU yang
sebelumnya dikategorikan sebagai kreditur Konkuren, dirubah oleh Hakim Pengawas
menjadi kreditur Preferen, yang mana terkait perubahan kategori kreditur tersebut
menimbulkan akibat hukum salah satunya terkait hak untuk memberikan suara/voting
dalam rencana perdamaian dalam PKPU menjadi tidak ada berdasarkan Undang —
Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) serta tidak hanya hal tersebut tetapi juga mempengaruhi
terkait hak untuk mendahului terkait pembayaran utang yang akan didahulukan
terhadap kreditur lainnya.
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ABSTRACT

On April 10, 2019, the Commercia Court at the District Court issued Determination
Number 03 / Pdt.SUS-PKPU / 2019 / PN.NIAGA.SBY, which had determined the
related dispute over the position of creditors of BPJS Heath and BPJS Manpower
contributions related to BPJS contributions which is based on Law Number 40 of
2004 concerning the National Social Security System as well as Law Number 24 of
2011 concerning the Socia Security Organizing Body, where the workers overdue
contributions are paid by the Employer which by PKPU Management is categorized
as a concurrent creditor, where by PKPU Supervisor Judge has determined that
related to BPJS Health bill and BPJS Employment arrears in PKPU cases which were
previously categorized as Concurrent Creditors, amended by the Supervisory Judges
to Preferent Creditors, which are related to changes in the creditor category. voting in
the peace plan in PKPU becomes non-existent based on Law Number 37 of 2004
Concerning Bankruptcy and Delaying Obligations of Debt Payment (PKPU) and not
only this but also affects the right to overtake related debt payments that will take
precedence over other creditors.
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